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ABSTRAK 

Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah 

Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur 

Oleh 

Siti Nasrifah 

Npm. 1502090095 

 

Akad jual beli merupakan akad antara penjual dan pembeli yang 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan 

barang dan harga. Penduduk kuala penet adalah mayoritas nelayan. Untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kuala penet mengandalakan 

hasil dari laut, nelayan menjual hasil tangkapannya ke pada penadah. 

Dalam pratiknya penadah ini membeli ikan dari nelayan tidak sesuai apa 

yang diharapakan oleh masyarakat atau nelayan mengenai harga yang 

tidak sesuai dengan harga pasar. Penadah yang ada di kuala penet biasanya 

mengadakan kesepakatan dalam menentukan harga kepada nelayan. Tetapi 

jika harga di pasar naik maka penadah tidak menaikan harga ikan tersebut 

melainkan dengan harga yang sama disinilah penadah mendapat 

keuntungan yang lebih besar. 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Sumber data 

penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi. metode analisis yang digunakan analisis kualitatif dengan 

cara berfikir deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa akad 

jual beli penadah ikan dalam perspektif hukum islam. Dimana dalam 

menentukan harga tidak sesuai dengan perjanjian awal. Serta menerapkan 

akad (perjanjian) secara lisan dapat menimbulkan kerugian salah satu 

pihak karena tidak mempunyai alat bukti.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang 

menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat 

norma dasar sebagai pedoman. Adapun operasionalnya secara terperinci 

diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan 

mereka. Dengan demikian pratek muamalah dapat mengelami perubahan 

sesuia dengan perkembangan masyarakat. 

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling tolong menolong dan 

saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana manusia 

itu mahluk sosial. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya 

dengan sendiri dan dia pasti memerluka kebutuhan orang lain.
1
 Salah satunya 

dalam  kegiatan muamalah. Dalam menjalankan muamalah akad merupakan 

suatu hal yang penting karena menjadi penentu apakah sesuai dengan hukum 

syariat islam yang di ridhai allah atau sebaliknya. 

akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata 

maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Jual beli 

(Al-Ba‟i)  adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar saling rela 

dengan cara tertentu yang bermanfaat. Hukum jual beli diperbolehkan, adapun 

                                                             
1
 Soerjono  Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet Ke-31 Edisi 4                                  

(Jakarta: PT.   Raja Grafindo Persada), 25. 
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sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya 

adalah wujud dari obyek transaksi dapat diketahui dengan jelas,  dan 

diserahkan dan dapat dihargakan. Begitupula dalam akad jual beli yang harus 

dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur 

keterpaksaan.
2
 Sedangkan Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'l') 

dan pembeli (al-Musytarl) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan 

obyek yang dipertukarkan (barang [mabi'/mutsman) dan harga (tsaman). 

Dalam agama islam ketentuan-ketentuan jual beli telah diatur dengan baik dan 

salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan dengan firman allah swt. 

بىَٰاْ  وَ ٱنزِّ ُ ٱنۡبيَۡعَ وَحَزَّ  وَأحََمَّ ٱللََّّ

Artunya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.   ( QS. Al-Baqarah ;[2] : 275).
3
 

Jual beli terlarang karena adanya unsur penipuan seperti penipuan 

yang terjadi pada suatu harga yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Pada 

dasarnya transaksi jual beli berdasarkan dengan prinsip kerelaan pada kedua 

belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak 

ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan atau didhalimi. 

Makelar atau disebut juga sebagai Penadah merupakan seseorang 

yang meminjamkan modal kepada yang membutuhkan dengan kesepakatan 

bahwa hasil dari tangkapan atau panen harus di jual kepada penadah tersebut. 

Penadah disebut juga perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara 

                                                             
2
 Idri, “Hadis Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektof Hadis Nabi”, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 156. 
3
  Departemen agama RI terjemahan Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Tt 2011), 48. 



3 
 

antara pihak penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Sedangkan 

nelayan merupakan sebagai penangkap ikan di laut. 

Harga merupakan jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba guna mencapai target perusahaan 

agar memperoleh penghasilan serta mendapatkan target juga dan tejadi 

kegiatan tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Konsep jual beli salah satu bentuk kerjasama dengan sistem 

perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktik 

akad jual beli yang dilakukan di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur. Dalam kegiatan muamalah khususnya jual beli 

yang dilakukan masyarakat Kuala Penet bervariasi, guna untuk mendapatkan 

yang di inginkan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli ikan 

dimana banyak masyarakat desa dalam bertransaksi jual beli hasil ikan 

nelayan. 

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian yang berjalan di 

Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 

muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu akad jual beli 

yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang 

menggunakan akad jual beli yang  hanya menguntungkan salah satu pihak 

saja. 

Berdasarkan hasil survey yang ditemukan di Desa Kuala Penet, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur adalah perihal 
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penentuan harga merupakan hal yang terpenting dalam sebuah bisnis. Dimana 

Penadah memberikan modal berupa uang kepada nelayan dengan syarat hasil 

tangkapan ikan tersebut harus di jual kepada penadah dengan harga yang 

telah ditentukan secara sepihak oleh penadah tersebut, sedangkan nelayan 

tidak diperbolehkan menentukan harga tersebut dan tidak boleh menjual hasil 

tangkapannya ke penadah lain dan harga tidak sesuai dengan harga pasar. 

Praktik jual beli dengan cara nelayan memberikan hasil tangkapan ikannya 

membuat salah satu pihak dirugikan. Karena harga ikanpun tidak menentu 

dan penadah memberikan harga ikan dengan menembak harga, dari harga 

sebelumnya. Pada dasarnya bahwa harga harus terjadinya kejelasan diantara 

kedua belah pihak. Disini jelas adanya keganjalan karena penadah tidak 

memberikan harga yang secara kejelasan kepada para nelayan. 

Desa Kuala Penet mempunyai dua tipe nelayan. Tipe nelayan 

pertama yaitu nelayan yang harian yakni berangkat malam pulang pagi 

begitupun sebaliknya. Nelayan tipe pertama ini mengetahui harga pasaran 

karena melakukan transaksi jual beli. Yang dimana nelayan menjual hasil 

tangkapannya ke penadah, penadah memberika harga dengan menebak harga 

ikan tergantung harga musiman, yang sebenarnya harga ikan pun tidak pasti, 

sedangkan tipe nelayan ke dua ini bisa satu minggu atau satu bulan ataupun 

tidak tentu kapan pulangnya dari melaut hingga tangkapan ikan terpenuhi.
4
 

Praktik akad jual beli ikan di kuala penet terjadi dari 

kebiasaan/tradisi di desa tersebut. Ketika melihat masyarakat Kuala Penet 

                                                             
4
 wawancara dengan bapak Andrian (Nelayan Desa Kuala Penet), kuala penet, pada hari 

senin, tanggal 26 november 2018 pada pukul 09.00 WIB. 
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yang sebagian besar beragama Islam yang kuat namun masih banyak praktik-

praktik jual beli yang masih diperdebatkan kaum muslimin. Namaun 

masyarakat tidak bisa berbuat banyak dengan adanya praktik akad jual beli 

tersebut dan TPI yang semula didirikan bertujuan untuk mengontrol harga 

ikan tidak dimanfaatkan dan ditinggalkan oleh para pelaku penjual ikan. 

Praktik ini adalah suatu perbuatan seseorang dimana dia mencegat 

orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu 

sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktik semacam ini 

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah 

memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar 

hingga para penyuplai barang dan para konsumen bias mengambil manfaat 

dari adanya harga yang sesuai dan alami. Hal itu didasarkan pada hadist : 

ٍِ عَبَّ  ٍْ ابْ ا قاَ لَ عَ ًَ ُْهُ ُ عَ ُ عَهيَْهِ وَسَهَّىَ لََ ا سٍ رَضِيَ ا للََّّ ِ صَهَّى ا للََّّ : قاَ لَ رَ سُىلُ اللََّّ

ٍِ عَبَّا سٍ يَا قىَْ نهُُ لََ يبَيِعُ حَا  ٌَ وَ لََ يبَعِْ حَا ضِزٌ نبِاَ دٍ قاَ لَ فقَهُْتُ لَِبْ كْباَ  تهَقََّىْا انزُّ

 ضِزٌ نبِاَ دٍ 

سَا رًا قاَ لَ لََ يكَُى  ًْ ٌُ نهَُ سِ  

 Artinya  : Dari Ibnu „Abbas radliallahu „anhuma  berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang 

(sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota 

menjual kepada orang desa.aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 

apa arti sabda beliau; dan janganlah orang kota menjual untuk 

orang desa. Dia menjawab: janganlah seorang menjadi 

perantara (penadah)  bagi orang kota  (HR. Bukhori).
5
 

 

                                                             
5
 Isnaini Harahap, Yenni Samri JN,  dkk. Hadis-hadis ekonomi, edisi pertama cet ke-2 

(Jakarta: kencana,januari 2017). 172. 
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Setelah memperhatikan kasus-kasus di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti dan mengkaji akad jual beli ikan tersebut serta membahasnya 

ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Akad Jual Beli Penadah 

Ikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kuala Penet 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut “ Bagaimana Akad Jual Beli Penadah Ikan di Kuala 

Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur  Dalam 

Perspektif Hukum Islam”? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pandangan masyarakat terhadap praktik akad jual beli ikan yang ada di 

Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung 

Timur? 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

1) Sebagai media belajar bagi peneliti dan memecahkan masalah 

dan khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli ikan. 



7 
 

2) Bagi masyarakat luas umumnya dan khususnya masyarakat di 

Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur? 

b. Secara Praktis 

1. Dapat memberikan manfaat serta manambah wawasan intilektual 

bagi nelayan ataupun penjual serta pembeli atau penadah di desa 

kuala penet. Dan masyarakat dapat memahami pratek transaksi 

muamalah khususnya  dalam bidang jual beli sesuai dengan 

ketentuan hukum islam. 

2. Diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagai masyarakat dalam 

akad jual beli  ikan  sesuai dengan  hukum islam. 

D. Penelitian Relevan  

Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti menemukan beberapa 

penelitian penelitian diantaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarli Prakoter Ging mahasiswi 

Institute Agama Islam Negeri Purwokerto dengan  judul “Pratek Jual Beli 

Ikan Di Pantai”
6
 penelitian ini membahas tentang jual beli yang sering 

disebut dengan jual beli yang sah atau sahih dan menarik untuk dikaji 

terutama yang berkaitan dengan hanafiyah terkait dengan bagaimana jual beli 

ikan yang obyeknya memberhentikan barang (ikan) dagangan sebelum 

sampai ke pasar, banyak masyarakat disini melakukan transaksi jual beli ikan 

di daerah operasi PPSC, biasanya disebut tengkulak. Kondisi lingkungan 

                                                             
6
 Sarli Prakoter Giing, Praktek Jual Beli Ikan Di Pantai  Dalam Perspektif Hukum Islam 

Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. TP,  2016,  Skripsi IAIN 

PURWOKERTO. Di unduh pada tanggal 24 desember 2018 pada pukul 08.30 



8 
 

yang cukup buruk membuat tidak banyak masyarakat yang mengetahui 

aturan-aturan hukum Islam. Pada realita yang ada dan sedang berkembang 

praktek jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang 

telah diatur dalam hukum Islam. Praktik jual beli ikan di pantai di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap sebagai berikut: Jual beli yang seharusnya 

memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan 

ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi, dengan 

adanya praktek jual beli di pantai atau di luar TPI/ pasar menjadi tidak 

terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan 

resmi yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan tentang mekanisme pasar 

di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nuragustin Mahasiswi Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiyah Collection Di 

Media Social.
7
 Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan status 

hukum pada akad jual beli dalam transaksi jual beli online pada shofiyah 

collection ditinjau dari hukum islam. Jual beli dengan system media social 

atau dengan adanya reseller. Pada system jual beli ini penjual hanya 

menginformasikan melalui akun media social, dan memasarkannya kepada 

pembeli. Hukum syariat islam sendiri mengatur kegiatan jual beli ini dengan 

cukup ketat, baik dalam al-qur‟an, hadis maupun ijma, dimana dibahas 

tentang syart-syarat penjual, pembeli,  barang yang dijual, juga tentang akad-

                                                             
7
 Aulia Nur Agustin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim 

Shofiyah Collection di Media Sosial. Skripsi TP. 2018 Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 

Diunduh pada tanggal 2 agustus 2018 pukul 10.00 wib 



9 
 

akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan disalah satu 

pihak. 

Skripsi sebelumnya pernah dibahas oleh Irfatun Na‟imah, Jurusan 

Muamalat Fakultas Syari‟ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta 2012, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan 

Sekaran Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan  

dengan sistem borongan atau tebasan dengan menetapkan harga sesuai 

dengan lebar dan sempitnya telaga. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwasannya jual beli ikan dengan system tebasan ini sah menurut hukum 

islam karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
8
 

Skripsi sebelumnya pernah dibahas Rara Berthania, Fakultas hukum, 

universitas Lampung, Bandar Lampung 2017, berjudul “Kedudukan Makelar 

Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”. 

Skripsi ini membahas tentang kedudukan makelar dalam transaksi jual beli 

kendaraan bermotor dimana makelar pedagang perantara yang berfungsi 

menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa mengambil 

resiko dan memudah jual beli antara penjual dan pembeli. 

 

  

                                                             
8 oleh Irfatun Na‟imah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan 

System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. Skripsi 2012,  

Jurusan Muamalat Fakultas Syari‟ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad  Jual Beli 

1. Pengertian Akad Jual Beli 

Menurut segi etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, 

baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi 

maupun dari dua segi. Adapun pengertian akad menurut istilah, ada 

beberapa pendapat di antaranya adalah  Wahbah al-Zuhayli dalam 

kitabnya  al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh  yang dikutip oleh Dimyauddin 

Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul 

atas diskursus yang dibenarkan oleh syara‟ dan memiliki implikasi hukum 

tertentu.
9
 

Menurut terminology ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua 

segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad 

menurut ulama Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu 

yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti 

wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. 

Sedangkan  pengertian akad secara khusus yaitu perikatan yang ditetapkan 

ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdasar pada objeknya.
10

  

                                                             
9
 Eka Nuraini R, Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan 

Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, Jurnal AL-„ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015. 786 
10 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 43-44 
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Landasan akad mengacu kepada firman allah swt dalam al-qur‟an, 

Q.s al-Maidah [5]:1 dan Q.s al-Nisa [4]:29 : 

 

َٰٓأيَُّهاَ ٍَ ٱ يَٰ اْ أوَۡفىُاْ بِ  نَّذِي تُ  نۡعُقىُدِ  ٲءَايَُىَُٰٓ ًَ ىِ ٱأحُِهَّتۡ نكَُى بهَِي عَٰ َۡ ا يتُۡهىَٰ عَهيَۡكُىۡ غَيۡزَ يُحِهِّي إلََِّ يَ  لَۡۡ

يۡدِ ٱ ٌَّ  نصَّ َ ٱوَأََتىُۡ حُزُوٌٌۗ إِ   ١يحَۡكُىُ يَا يزُِيدُ  للََّّ

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. (Q.s al-Maidah [5]:1) 

 

َٰٓأيَُّهاَ ٍَ ٱ يَٰ نكَُى بيَُۡكَُى بِ  نَّذِي اْ أيَۡىَٰ ُكُىۡ   طِمِ نۡبَٰ ٲءَايَُىُاْ لََ تأَۡكُهىَُٰٓ زَةً عٍَ تزََاضٖ يِّ ٌَ تجَِٰ َٰٓ أٌَ تكَُى إلََِّ

 ٌَّ اْ أََفسَُكُىۡ  إِ َ ٱوَلََ تقَۡتهُىَُٰٓ ا  للََّّ ًٗ ٌَ بكُِىۡ رَحِي   ٩٢كَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s. Al-Nisa [4] : 29)
11

 

 

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin 

berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan 

baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam 

transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau 

yang diistilahkan antaradhin minkum, walaupun kerelaan tersebut 

merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan 

tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apasaja yang 

                                                             
11 Departemen Agama RI Terjemahan Al-Qur‟an dan Terjemah 
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dikenaldalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima 

merupakan bentuk-bentuk menunjukkan kerelaan.
12

 

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlaq al-mubadalah  yang berarti 

tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain muqabalah sya‟i 

bi syai‟ berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.
13

 

Sedangkan Secara istilah ada beberapa ulama yang 

mendefinisikan  jual beli. Salah satunya adalah imam hanafi, beliau 

menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta 

melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan 

yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat bagi masing-masing 

pihak. Dan menurut jumhur ulama jual beli merupakan Jual beli adalah 

saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan  

kepemilikan.
14

 

Sedangkan menurut KUHperdata  perjanjian jual beli diatur 

dalam pasal  1457 s.d pasal 1459. Adapun yang dimaksud dengan jual beli 

yakni suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengingkat dirinya 

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan.
15

 

Sedangkan pendapat lain jual beli adalah salah satu transaksi atau 

suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang 

                                                             
12 Eka Nuraini R, Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan 

Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, Jurnal AL-„ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015. 786 
13 Rozalinda,  Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector 

Keuangan Syariah, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ajagrafindo Persada, 2016), 63. 
14

 Harun, Fikih Muamalah. (Surakarta: Muhamdiyah Universitas Press. 2017). 66. 
15  Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet 2 (Jakarta: Buana Press, 

2014), 408. 
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yang ada nilai harganya dan dapat bermanfaat serta secara sukarela 

diantara kedua belah pihak dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 

atau sudah diketahui terlebih dahulu.
16

 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan 

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela diantara kedua belah pihak. Yang dapat membawa manfaat 

diantara kedua belah pihak serta perjanjian sesuai dengan ketentuan syara‟ 

dan memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas maka dapat 

diambil simpulan bahwa  Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (al-

Ba'l') dan pembeli (al-Musytarl) yang mengakibatkan berpindahnya 

kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [mabi'/mutsman) dan 

harga (tsaman).
17

 Sedangkan Akad menurut kompilasi hukum ekonomi 

syariah di atur dalam pasal 20 ayat (1) adapun akad yakni kesepakatan 

dalam suatu perjanjian atara dua pihak atau lebih untuk melakukan 

dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.  

 

2. Rukun dan Syarat Akad  Jual Beli 

a. Rukun Akad  

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. 

Jumhur Ulama‟ berpendapat bahwa rukun terdiri dari :   

1) Pihak yang berakad 

                                                             
16

 Hendi suhendi, “Fikih Muamalah”  cet ke-8  (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 67. 
17 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
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2) Objek akad  yakni dapat diserahkan dapat ditentukan dan dapat 

ditransaksikan. 

3) Tujuan pokok akad ( Maudhu‟ al -„aqd), tidak betentangan dengan 

syara‟.   

4) Sighat (pernyataan untuk mengikat diri), adanya kesesuaian ijab 

qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis 

akad. 

Mengenai penjelasan  keempat rukun beserta syaratnya : 

1) Pihak-pihak yang berakad 

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari 

manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan 

kewajiban, diawali ia sejak lahir dan berakhir sampai yang 

bersangkutan meninggal dunia. Menurut Hasbi ash Shiddieqy, 

ada perbedaan mendasar antara subjek hukum manusia dengan 

badan hukum; pertama,  badan hukum sebagai pendukung hak 

bersifat terbatas tidak seperti manusia yang mempunyai hak 

berkeluarga, pertalian nasb, waris dan sebagainya. Kedua, 

berakhirnya badan hukum terjadi melalui kesepakatan para 

pengurusnya atau melalui putusan pengadilan, sedangkan subjek 

hukum manusia berakhir dengan kematian manusia itu sendiri. 

Ketiga, badan hukum membutuhkan pengakuan secara hukum 

yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, 
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sedangkan manusia tidak membutuhkan pengakuan secara 

hukum.
18

  

2) Objek Akad 

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
19

 

Syarat-syarat objek akad : 

a) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan. 

Ketentuan ini ditunjukan untuk akad jual beli, 

sedangkan untuk akad salam (pesanan barang dengan 

pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), 

leasing (sewa beli), akad istisna dan sejenisnya, ahli hukum 

islam membolehkan, barang diperkirakan ada pada saat yang 

telah ditentukan. 

b) Objek akad sesuai syariat. 

Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh syara‟ 

dapat menjadi objek akad, sebaliknya barang yang tidak 

diijinkan oleh syara‟ seperti minuman keras, bangkai, dan 

sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad. 

c) Objek akad harus jelas dan dikenali. 

Kejelasan suatu akad mengikuti adat kebiasaan, 

sehingga terhadap sifat muayyan ini, ahli hukum islam 

dimaksudkan pada muawwadhah al-maliyah , di mana 

                                                             
18

 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, 

Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. (Depok : Kencana, 2017), 5-6 
19

 A. Ifham Sholihin, Ekonomi Syariah. (Gramedia Pustaka Utama, 2013). 20 
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secara adat jenis barang, jumlah, sifat dan sebagai dapat 

diketahui. 

d) Objek akad dapat diserahterimakan. 

Ketentuan ini berlaku pada jenis akad muawwadhah,  yang 

membutuhkan penyerahan barang dari kedua pihak yang 

berakad, seperti dari penjual kepada pembeli.
20

 

3) Tujuan  pokok akad ( Maudhu‟ al -„aqd) 

Ahmad azhar basyir menentukan syarat-syarat yang 

harus diperhatikan dalam menentukan tujuan akad. Pertama 

tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai 

hal yang lahir dari akad tersebut (prestasi). Kedua, tujuan 

hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhirnya akad. 

Ketiga, tujuan itu harus dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan 

yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan 

akad dan demi hukum akad harus dinyatakan batal. Oleh karena 

itu, klausul halal menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam 

suatu akad. 

 

4) Sighat al-aqd (kesepakatan pihak-pihak) 

Kesepakatan adalah pertemuan dari persesuaian kehendak antara 

para pihak dalam akad. Proses pembentukan kesepakatan dimulai 

dari adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah 

                                                             
20

 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, 

Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. 13-14 
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pernyataan dari satu pihak mengenai usulan akad, sedangkan 

penerimaan adalah persetujuan terhadap suatu penawaran. 

Bertemunya antara penawaran dan penerimaan yang secara 

bersamaan dimanifestasikan dalam bentuk ijab qabul.
21

 Ijab 

qabul akan dinyatakan batal apabila: 

a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul 

dari si pembeli. 

b) Adanya penolak dari ijab qabul dari si pembeli. 

c) Berakhir majelis akad. Jika kedua belah pihak belum ada 

kesepakatan, namun keduamya telah pisah dari majlis 

akad.ijab qabul dianggap batal. 

d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum 

terjadi kesepakatan. 

e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau 

kesepakatan. 

 

 

 

b. Syarat-Syarat  Akad  

Syarar-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum 

                                                             
21

 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, 

Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. 14-15 
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Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk 

perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. 

Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum 

melalui pernyataan kehendak dan bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu 

dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan 

perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. 

2. Akad bersifat dua pihak 

Syarat “dua pihak” diperlukan dalam satu akad yang bersifat 

timbal balik. Hakikat akad adalah tindakan hukum dua pihak, 

karena akad yang mempertemukanijab, yang mempresentasikan 

kehendak di satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak  lain 

di satu pihak. Akad dibedakan dengan iltizam, yang terakhir yang 

meliputi semua transaksi baik yang dibangun atas satu pihak 

maupun dua pihak.
22

 

 

 

3. Persesuaian antara ijab dan qabul atau terjadi kesepakatan 

Esensi akad adalah mempertemukan dua orang atau lebih 

untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud 

kongkretnya dalam bentuk ijab qabul disebut dengan sighotul‟aqd. 

                                                             
22

 Harun, Fikih Muamalah. 42-43 
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Subtansi yang dituju dalam ijab qabul adalah perizinan, persetujuan, 

saling ridho dan saling sepakat. 

Ijab dan qabul diisyaratkan harus ada persesuaian, artinya 

persesuaian antara ijab dan qabul dalamhal objek transaksi maupun 

harga. Artinya ada kesamaan di antara keduanya tentang 

kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak ada kesesuaian 

maka akad dinyatakan batal.  

4. Kesatuan majelis akad 

Syarat ijab dan qabul harus dalam satu majelis, karena ijab itu 

hanya bias menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung 

dengan Kabul. Teori kesatuan majelis bila dikaitkan dengan kondisi 

zaman sekarang akan mengalami kesulitan, mislanya akad itu bias 

berlangsung melalui pesawat telepon, dalam kondisi demikian, 

pelaku akad tidak dalam satu majelis. Dalam hal ini, teori harus 

dalam satu majelis, tidak diartikan secara fisik, melainkan bias juga 

kesatuan masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama 

percakapan itu masih berlangsung dan telepon masih tersambung 

berarti kedua belah pihak masih berada dalam katagori satu majelis.  

Teori kesatuan majelis menurut Syafi‟I dan Hambali 

didasarkan pada sebuah hadis Nabi riwayat muslim dari Ibnu Umar: 

“dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai 

hak khiyar terhadap yang lain selama masih belum berpisah”. 

Berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki mengartikan 
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“berpisah” tidak dalam arti fisik melainkan beralih pembicaraan 

dan perundingan, yaitu berpaling daro negosiasi akad, meskipun 

mereka masih berada dalam satu akad. Satu majelis tidak berarti 

harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting 

adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing 

akan menyetuji apa menolaknya. 

5. Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan 

Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau 

diambil manfaatnya apabila berupa manfaat benda. Jika objek akad 

berupa pekerjaan atau perbuatan maka pekerjaan atau perbuatan itu 

mampu atau dapat dilaksanakan. Objek akad yang berupa yang 

dapat diserahkan, tidak harus barang itu ada ketika akad 

dilaksanakan, melainkan bias juga barang itu belum ada ketika 

akad, tetapipisa dipastikan bisa diadakan atau diserahkan demi 

kelancaran ekonomi. Ketidak bolehan jual beli itu apabila barang 

bersifat gharar, artinya objek akad itu tidak dapat dipastikan bisa 

diserahkan kepada pembeli, baik barang itu ada maupun tidak ada 

ketika akad.
23

 

6. Objek akad tertentu atau ditentukan 

Objek akad itu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak 

sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan sengketa jika objek 

akad itu ada ketika akad, tetapi jika tidak ada atau belum ada ketika 

                                                             
23

 Ibid, 44-45 
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akad dapat dipastikan dapat diserahkan, cukup dideskripsikan 

dengan keterangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan. 

Objek akad apabila berbentuk pekerjaan atau perbuatan harus 

dijelaskan sejelas-jelasnya. 

7. Objek akad dapat ditransaksikan 

Objek akad dapat ditransaksikan, apabila memenuhi unsur-

unsur yaitu: tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi 

dan sifat atau hakikat objek akad tidak bertentangan dengan 

transaksi. 

8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟ 

Tujuan akad merupakan causa dalam hukum perjanjian 

islam. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. 

Tujuan akad terkait erat dengan objek akad. Syarat pokok terjadi 

akad adalah bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek 

akad, jika tidak dapat menerima hukum akad.
24

 

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan 

syara‟ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua 

macam : 

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam sebagai akad. 

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang 

wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga 

                                                             
24

 Ibid, 46 
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disebut sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat 

yang umum, yaitu: penyerahan tidak menimbulkan kerugian, objek 

akad tidak mengandung gharar, bebas dari syarat-syarat fasid, dan 

bebas dari riba.
25

  

Syarat akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yakni : 

1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok 

orang, persekutuan, atau badan usaha. 

2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. 

3) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan masing-masing pihak. 

4) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat 

diserahterimakan. 

5) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan 

akad. 

6) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, 

tulisan, dan/atau perbuatan.
26

 

Akad dilakukan berdasarkan atas : 

a. Ihtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau 

pihak lain. 

                                                             
25

 Harun, Fikih Muamalah, (Surakarta : Muhammadiyah Universitas Press, 2017), 48 
26
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b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 

pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji. 

c. Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 

d. Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas 

dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik 

spekulasi atau maisir 

e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan 

merugikan salah satu pihak. 

f. Kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang 

setara, dan  mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 

g. Transparasi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para 

pihak secara terbuka. 

h. Kemudahan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para 

pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 

bersangkutan.
27

 

3. Macam-Macam Akad 

Akad dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, 

akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad bernama (al-uqud al- 

musamma) dan akad tidak bernama (al-uqud ghair al- musamma). 
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a. akad bernama (al-uqud al- musamma) adalah akad yang sudah 

ditentukan namanya oleh pembuat hukum (syara‟) dan ditentukan 

pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak 

berlaku terhadap akad lain. Seperti jual beli, sewa menyewa (al-

ijarah), perkongsian (asy-syirkah), bagi hasil (al-mudharabah), gadai 

(ar-rahn), dan sebagainya. 

b. akad tidak bernama (al-uqud ghair al- musamma) adalah akad-akad 

yang ditentukan namanya oleh syara‟, tetapi ditentukan oleh 

masyarakat sesuai dengan keperluan dan zaman dan tempat.
28

 

Akad dilihat dari segi kedudukannya, dibedakan menjadi akad pokok 

(al-„aqad al-ashli) dan akad asesoir (al-aqad at-tab‟i).  akad pokok adalah 

akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada 

suatu hal lain. Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri 

sendiri. Melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan 

tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. 

Akad ditinjau dari segi unsur waktu atau tempo di dalam akad, 

terbagi menjadi akad bertempo (al-uqud al-zamani) dan akad tidak 

bertempo (al-uqud al-fauri). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya 

unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur  waktu merupakan 

bagian dari isi perjanjian. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur 

waktu tidak menjadi isi dari perjanjian.
29
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Akad ditinjau dari segi sah dan tidaknya, akad dibedakan menjadi 

akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi 

rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara‟. Akad tidak 

sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh syara‟. Akad sah meliputi akad lazim ( akad mengikat),  

akad nafiz dan akad maukuf. Akad tidak sah meliputi akad akad fasid dan 

akad batil.
30

 

4. Tujuan Akad Jual Beli 

Tujuan akad mesti sesuai ketentuan syariah bukan merupakan 

kewajiban pihak tanpa akad dimaksud, terkait erat dengan berbagai bentuk 

akad, dan tujuan mesti terpelihara mulai dari proses awal hingga akad 

berakhir. Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah menetapkan hukum akad yang 

dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi makruh tahrim karena mengandung 

unsur kemaksiatan, yaitu :  jual beli yang menjadi perantara munculnya 

riba, menjual anggur untuk dijadikan khamar, menjual senjata untuk 

menunjang pemberontakan atau fitnah. Adapun ulama Malikiyah dan 

Hanabilah menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi 

lahirnyasaja tetapi juga bathin. Apabila tujuan akad tidak berkesesuain 

dengan ketentuan syariah, maka akad dipandang batal.
31

 

Tujuan akad merupakan  “causa” dalam hukum perjnjian islam. 

Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad 

terkait erat dengan objek akad. Syarat pokok akad terjadinya akad adalah 
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bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek akad, jika tidak 

dapat menerima hukum akad, misalnya objek jual beli adalah benda-benda 

yang tidak bernilai (diharamkan) oleh syara‟, maka akad tidak dipandang 

tidak terjadi, karena objek akad tidak dapat menerima tujuan akad, yang 

tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan dalam melalui akad, 

sehingga akad jual beli tersebut batal demi hukum, termasuk di dalamnya 

objek akad yang berupa perbuatan yang bertentangan dengan syara‟, 

kesusilaan atau ketertiban umum.
32

 Yang dimaksud dengan tujuan akad 

adalah mewujudkan akibat hukum pokok dari akad. Apabila hukum pokok 

akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang dengan 

imbalan. Jadi tujuan akad adalah maksud para subjek akad ketika 

memindahkan akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil  yang 

dicapai bila akad direalisasikan. Menurur al-Zarq, tujuan akad ini 

digolongkan sebagai rukun yang keempat. Tujuan akad ini memiliki 

krakteristik sendiri, yaitu: 

a. Bersifat objektif. tujuan ini berada dalam akad sendiri, tidak berubah 

dari satu akad ke akad lain,dan ditentukan oleh syara‟ 

b. Menentukan jenis tindakan hukum, maka tujuan akad ini mebedakan  

satu jenis akad dengan  jenis akad yang lainnya. 

c. Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Jadi, tujuan kad 

dapat membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi 
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maupun social, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum 

bersangkutan.
33

 

Tujuan Jual Beli Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong 

menolong, di mana pihak penjual mencari keuntungan dari hasil penjualan 

barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

B. PENADAH IKAN 

1. Pengertian Penadah Ikan 

Perentara dalam bahasa arab disebut samsarah yang berarti 

perantara antara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli 

untuk memudahkan jual beli. Menurut sayyid sabiq penadah adalah orang 

yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna 

melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak 

penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi 

berbentuk jasa maupun barang.
34

 

Sedangkan penadah/perantara (istilah masyarakat kuala penet) 

merupakan orang yang memberi pinjaman berupa uang secara tidak resmi. 

Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih 

memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau 

produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) 
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yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dai 

harga pasar yang sesungguhnya.
35

 

Menurut hamzah ya‟kub bahwa antara pemilik barang dan makelar 

dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang 

diperoleh pihak makelar/penadah/perantara. Boleh dalam bentuk presentase 

dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang 

ditentukan oleh pemilik barang.
36

 

Ikan merupakan hewan bertulang belakang (vertebrata) yang hidup 

dalam air dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen 

yang berlarut dari air dan sirip digunakan untuk berenang, tubuh ikan 

diselimutu oleh sisik atau kulit. 

2. Ciri-Ciri Penadah Ikan 

a. Makelar/penadah harus mendapat pengangkatan secara resmi dari 

pemerintah. 

b. Seorang makelar/tengkulak dihentikan sementara dari tugasnya oleh 

keadaan pailit, dan kemudian dapat dihentikan dari jabatannya oleh 

hakim. 

c. Makelar/perantara/penadah yang telah dihentikan dari jabatannya tak 

dapat sama sekali dikembalikan ke dalam jabatannya.
37

 

Adapun sebab-sebab makelar yang tidak diperbolehkan oleh islam yaitu: 
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1. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kedhaliman terhadap pembeli. 

2. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kedhaliman terhadap penjual.
38

 

 

3. Tujuan Penadah Ikan 

a. Memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 

menjalankan akatifitas makelar/penadah. 

b. Mencegah supaya makelar/penadah tidak berbuat nakal yang dapat 

merugikan orang lain maupun sendiri. 

c. Menjaga agar persaingan berlangsung secara baik. 

d. Menjaga kepercayaan pelanggan supaya dapat menggunakan jasa 

penadah/perantara untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. 

e. Memberikan jaminan prinsip saling menguntungkan antara 

makelar/penadah dengan pemilik barang dan atau jasa dan juga 

pembeli. Sehingga kesuksesan satu pihak, berarti sukses bersama.
39

 

C. Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Penadah Ikan 

Allah menyatakan bahwa urusan jual beli dalam perniagaan yang 

diasaskan kepada persetujuan bersama adalah sah, urusan akad jual beli ini 

akan terjadi apabila berlaku tawaran dan penerimaan secara baik dan teratur. 

Akad Jual beli dianggap tidak sah apabila ucapan tawaran dan penerimaan 

tidak selaras antara satu dengan lain. Pandangan mazhab hanafi beliau 
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menyatakan bahwa akad jual beli sah apabila pertukaran berlaku sama ada 

dalam perkara yang berharga maupun kurang nilainya karena persetujuan 

bersama dicapai didalamnya. Imam Syafi‟i menyatakan bahwa akad jual beli 

tidak sah kecuali disertakan tawaran dan penerimaan yang baik.
40

 Praktek 

pelaksanaan adanya penadah atau perantara dimana perbuatan seseorang 

mencegat oarng-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang 

itu sebelum tiba di pasar, dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya sangat 

dilarang dalam islam. Seperti yang dijelaskan pada hadist : 

ا قاَ لَ  ًَ ُْهُ ُ عَ ٍِ عَبَّا سٍ رَضِيَ ا للََّّ ٍْ ابْ ُ عَهيَْهِ وَسَهَّىَ عَ ِ صَهَّى ا للََّّ : قاَ لَ رَ سُىلُ اللََّّ  

ٍِ عَبَّا سٍ يَا قىَْ نهُُ لََ يبَيِعُ حَا  ٌَ وَ لََ يبَعِْ حَا ضِزٌ نبِاَ دٍ قاَ لَ فقَهُْتُ لَِبْ كْباَ  لََ تهَقََّىْا انزُّ

سَا رًاقَ  ضِزٌ نبِاَ دٍ  ًْ ٌُ نهَُ سِ ا لَ لََ يكَُى    

 Artinya  : Dari Ibnu „Abbas radliallahu „anhuma  berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang 

(sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota 

menjual kepada orang desa.aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 

apa arti sabda beliau; dan janganlah orang kota menjual untuk 

orang desa. Dia menjawab: janganlah seorang menjadi 

perantara (penadah)  bagi orang kota  (HR. Bukhori).
41

 

 

Tidak diperbolehkan menjemput pemilik barang ditengah jalan 

sebelum mereka masuk ketempat yang disediakan untuk memajang barang 

dan menjualnya, karena hal itu masuk kedalam talaqqi ar-rukban yang 

dilarang. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 

yang di dalamnya disebutkan: 

عَ حَتَّى يهُْبطََ بِهاَ انسُّىقَ   وَلَتَهَقََّىْا ا نسِّ
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Artinya: “janganlah kalian menjemput barang sehingga diturunkan di pasar” 

Berdasarkan hal tersebut,  jika barang dagangan itu belum 

diturunkan di pasar yang disediakan sebagai tempat penjualannya, maka 

diharamkan untuk  mencegat para pemiliknya. Dan barang siapa mencegatnya 

sebelum sampai di pasar, makadia telah berdosa dan bermaksiat kepada Allah 

SWT jika dia telah mengetahui hukum haramnya, karena didalamnya terdapat 

unsur penipuan dan muslihat terhadap penjual serta memberikan mudharat 

kepada konsumen pasar.  Jika transaksi telah berlangsu, lalu terjadi penipuan 

terhadap penjual, dan kebiasaan yang berlaku tidak seperti itu, penjual 

mempunyai pilihan antara tetap melanjutkan transaksi jual beli atau 

membatalkannya.
42

  

Abu hanifa dan al-Auza‟I membolehkan melakukan hal itu selagi 

tidak merugikan masyarakat, bila merugikan. Maka hal tersebut makruh. Dan 

apabila dilakukan juga maka menurut al-Hadawiyah dan as-Syafi‟iyah 

transaksi itu tetap sah. Dan Imam asy-syafi‟I memberikan hak pilih bagi si 

penjual, berdasarkan hadis abu dawud dan at-tarmidzi dan disahihkan oleh 

ibnu khujaimah, yaitu hadis abu hurairah yang artinya:  

“jangan kalian menghadang rombongan pedagang, apabila seseorang 

menghadangnya kemudian membeli sesuatu darinya, maka pedagang 

mempunyai hak pilih bila tiba di pasar” 

 

Sebagian ulama menjadikan penadah mencegat nelayan tidak 

diperbolehkan dengan beberapa syarat, diantaranya ada yang mengatakan ia 

haram jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku 
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di kota hingga ia mebeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh 

lebih murah dari harga semestinya.
43

 

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat defenisi 

monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha.
44

 Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan 

usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok 

pelaku Bisnis tertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif  dalam dunia 

usaha serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 

besar, menengah dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian 

nasional maka diundangkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai 

upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat adil 

dan makmur yang merata. 

Ada beberapa ketentuan tentang larangan dalam beberapa hal yang 

ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Larangan tersebut adalah: 

1.  Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau 

jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. (pasal 1 

huruf (n)) 

2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli 

yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang 
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harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. 

(pasal 6)  

3. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan 

harga dibawah harga pasar. (pasal 7) 

4. Dalam pasal 19 bagian ketiga tantang penguasaan pasar yang berbunyi: 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 

baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat berupa: 

1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan;  

2) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
45

 

 

Sementara didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

kuasa substitusi atau pengganti diatur dalam beberapa pasal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Yang pertama dalam pasal 475 yang mengatur tentang penunjukan satu 

pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli 

suatu barang tertentu dan tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya 

sendiri. 

2.  Yang kedua terdapat dalam pasal 478 yang mengatur tentang 

penunjukan pihak lain yang sama oleh kedua belah pihak secara 

bersamaan (al-wakil dan al-muwakkîl) sebagai penerima kuasanya 
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untuk membeli barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak 

pemberi kuasa. 

3.  Yang ketiga terdapat dalam pasal 498 yang mengatur tentang 

pemberian kuasa kepada orang lain untuk membayarkansejumlah uang 

kepada pihak ketiga, dan orang lain tersebut membayarkan uang yang 

diambil dari hartanya sendirimaka ia boleh melaksanakan 

pertanggungan itu kepada orang yang memberi kuasa, baik 

pertanggungan itu disyaratkan atau tidak. 

4.  Yang keempat yang terdapat dalam pasal 499 yang membahas tentang 

pemberian kuasa kepada pihak lain untuk membayar utangnya, maka ia 

hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan. 

5.  Yang kelima yang terdapat dalam pasal 501 yaitu apabila seseorang 

memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau 

memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan 

perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang 

yang telah memberi perintah.
46
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research). yaitu 

penelitian yang lansung dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian 

lapangan ini yang bertujuan untuk mempelajari intefsi latar belakang 

keadaan saat ini dan interaksi secara social, individu, kelompok dan 

lembaga.
47

 Dalam data skripsi ini objek yang aka diteliti adalah manusia, 

yaitu penadah dan nelayan di kuala penet. Adapun peneliti yang meneliti 

keadaan yang sebenarnya terjadi disini adalah tentang akad jual beli 

Penadah  ikan di Kuala Penet. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan 

Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Akad  Jual Beli Penadah Ikan 

(Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur). 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu peristiwa 

yang terjadi pada masyarakat.
48
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Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran 

sistematis, actual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian yang 

ada pada masyarakat yang di gambarkan dengan tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang dapat diamati dan mendapatkan kesimpulan mengenai 

penelitian ini yaitu tentang praktik akad jual beli penadah ikan ditinjau 

dari hukum islam terhadap praktik akad jual beli penadah ikan di Kuala 

Penet Kecamatan Labuhan Maringgai. 

B. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 

dimana data dapat diperoleh.
49

 Penelitian ini menggunakan 2 sumber data 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun sember data yang dimaksud adalah: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
50

 

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber 

data yang peneliti peroleh langsung dari tempat penelitian di Kuala Penet  

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Adapun 

                                                             
49

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,                        

(Jakarta: Raajawali, 1987), 129. 
50  Zainuddin Ali,  metode  penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106. 
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yang menjadi objek suatu data primer dalam pelitian ini yaitu penada dan 

nelayan. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto adalah 

Mencakup  dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud  laporan, dan sebagainya.
51

 

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti 

dapat mengungkapkan  data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian 

sumber data sekunder tersebut dapat dipahami bahwa sumber data 

sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung. Sumber data 

sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-

litelatur kepustakaan. 

C. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa  

metode yaitu: 

1. Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) adalah tehnik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan lansung oleh pewawancara dan terwawancara 

yang memberikan jawaban  dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam.
52
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Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. 

Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang di 

anggap perlu dalam wawancara, respondan juga boleh menjawab bebas 

sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.
53

 Wawancara bebas terpimpin 

yaitu wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 

kerangka pertanyaan tentang apa, siapa dan bagaimana yang telah 

disiapkan. Dengan demikian peneliti  memperoleh gambaran yang luas 

tentang bagaimana tinjauan hukum islam tehadap pratik akad jual beli 

ikan (studi kasus di kuala penet kecamayan labuhan maringgai kabupaten 

lampung timur). Sasaran dalam metode wawancara ini adalah nelayan dan 

penadah untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan 

penelitian. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara 

tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencuri data-data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, dan sebagainya.
54

 Dokumentasi digunakan untuk 

mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau 

perbandingan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mencari data mengenai akad jual beli penadah ikan. Mulai dari arsip dan 

dokumen, seperti nota penjual dan pembelian serta transaksi antara 

penadah dan nelayan. 
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D. Teknik analisa data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah  menganalisis data 

dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Teknik analisis 

data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-

data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya  menjadi 

suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
55

 

Penelitian  kualitatif  bersifat  induktif  yaitu dalam penelitian kualitatif 

data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan 

pengertian baru yang bersifat lebih umum. 

Berdasarkan  penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data 

yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk di analisis dengan cara 

berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada akad jual beli penadah 

ikan  Di Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur. yang di uraikan secara umum dan dianalisis secara khusus. 

Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari sumber-sumber 

bersangkutan dan peneliti mengumpulakan informasi-informasi yang terjadi di 

lapangan dalam penyelesaian terhadap Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam 

Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan  

Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur 

Sebelum berdiri sendiri kuala penet bergabung dengan Desa Karang 

Anyar dan pada Tanggal 30 Maret Tahun 2000 Kuala Penet memisahkan diri 

pada desa tersebut salah satu desa maritime yang ditunjukan oleh kementrian 

kelautan dan perikanan, terdiri dari 4 Dusun serta terdiri dari 20 RT (Rukun 

Tetangga), yaitu: Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3dan Dusun 4  

jumlah penduduk kuala penet  dalam jumlah kartu keluarga 838 KK 

(Kepala Keluarga) dan 3124 jiwa Masyarakat Kuala Penet mayoritas 

beragama Islam, dan ada beberapa masyarakat beragama Katholik, Hindu, 

Budha. Dan berbagaimacam suku, ada Suku Jawa, Bugis.  Masyaakat kuala 

penet dengan  mata pencaharian disektor  Nelayan/hasil laut, Petani, serta ada 

beberapa  PNS dan Buruh hal ini menyebabkan masyarakat kuala penet dalam 

keseharian labih banyak dihabiskan untuk melaut.
56

 Dan banyak masyarakat 

menggantungkan hidupnya dari hasil melaut dan mereka menjual hasil 

tangkapan laut dijual kepada penadah dengan harga ditentukan oleh pihak 

penadah tersebut dan nelayan tidak boleh menjual hasil tangkapan ikan itu 

kepenadah lain serta harga ditentukan oleh pihak penadah.  
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Gambaran umum kuala keadaan geografis luas wilayah ± 954,3 Ha/ 

95 km² dan menurut penggunaannya adalah terdiri atas : 

1. Tanah perkarangan   : 100 Ha 

2. Sekolah dan masjid    : 4 Ha 

3. Tanah ladang/sawah perkebunan : 808 Ha 

4. Tanak pemakaman   : 2 Ha 

5. Tanah lain-lain   : 20 Ha 

6. Jalan      : 30 km 

Batas-Batas Kuala Penet 

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Sungai Way Penet 

2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Flood Way 

3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Desa Karang Anyar 

4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Sungai Way Penet
57

 

Table 1.1 

Adapun jumlah penduduk kuala penet kecamatan labuhan maringgai 

kabupaten lampung timur berdasrkan kepercayaannya yaitu: 

No Agama Kartu keluarga 

1 Islam  832 Kartu Keluarga (Kk) 

2 Kristen  0 Kartu Keluarga (Kk) 

3 Katolik  3 Kartu Keluarga (Kk) 

4 Hindu  1 Kartu Keluarga (Kk) 

5 Budha  2 Kartu Keluarga (Kk) 

 

Misi Dan Visi Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur 
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 Dokumen sejarah Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 
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Visi Kuala Penet  terdiri dari: 

1. Pembangunan infastruktur. 

2. Pembangunan diutamakan untuk perbedayaan masyarakat.  

Misi kuala penet terdiri dari: 

1. Mengembangkan kegiatan ekowisata. 

2. Pengembangan keterampilan masyarakat.  

3. Pembangunan mayarakat.
58

 

Struktur Organisasi Kuala Penet  

 Kuala penet memiliki aparat desa  kuala penet yang sangat kuat terhadap 

mobilitas kehidupan sosial masyarakat, adapun struktur kepungurusan apara 

kuala penet antara lain: 

1. Kepala Desa   : Kasbullah 

2. Sekretaris Desa : Yuli Widiarto 

3. Bendahara Desa : Eko Prasetio
59

 

B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam Perspektif Hukum 

Islam 

Bedasarkan hasil wawancara di kuala penet mengenai akad jual beli 

penadah ikan dalam perspektif  hukum islam, akd jual beli merupakan akad 

penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan obyek 

yang dipertukarkan barang dan harga.   
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Praktik akad jual beli penadah ikan di kuala penet akan peneliti 

paparkan sesuai apa yang telah peniliti dapatkan dari lapangan. Dengan 

perkembangan zaman banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk 

melakukan transaksi akad  jual beli, salah satunya melakukan bisnis akad jual 

beli dengan penadah atau perantara. Sehingga dalam masalah ini muncul 

pertayaan tentang berapa lama waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut, 

apa akad yang dilakukan dengan penadah dan berupa modal apa yang penadah 

berikan kepada anda, stabilitas harga, dalam jangka waktu berapa lama anda 

memberikan modal, ikan jenis apa saja yang ditampung oleh penadah, 

bagaimana sistem nelayan mengembalikan modal, bagaimana dalam 

menentukan harga ikan. 

Wawancara dengan Bapak Andrian sebagai salah satu nelayan, 

menurut bapak andrian waktu dalam pelaksanaan akad tidak ditetapkan berapa 

lamanya dalam mengembalikan modal.
60

 Sedangkan menurut Bapak Iwan dan 

Bapak Musa berapa lama waktu dalam akad atau perjanjian yang ditetapkan 

tidak ditentukan kapan waktunya dalam mengembalikan modal oleh 

penadah/makelar.
61

 Sedangkan menurut Bapak Andi dan Bapak Bidin berapa 

lama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian atau akad tersebut tidak ada 

batas waktunya karena pendapatan hasil melaut pasang surut kadang kala ikan 

banyak dan sebaliknya ikan kosong.
62
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Menurut Andrian Akad yang dilakukan berupa akad jual beli dimana 

perjanjian itu berbunyi “harga sesuai keputusan bersama dan hasil tangkapan 

tidak boleh menjual ketempat lain” tetapi perjanjian awal tidak ditindakan 

hanya diawal saja seperti itu, akad yang dilakukan hanya secara lisan antara 

kedua belah pihak. Akad yang dilakukan yaitu akad jual beli dimana penadah 

memberikan modal kepada nelayan dengan perjanjian barang atau hasil 

tangkapn ikan tidak boleh dijual ketempat lain.
63

 Menurut Bapak Iwan dan 

Bapak Musa Akad yang dilakukan yaitu akad perjanjian atau akad jual beli 

dimana hasil tangkapn ikan dijual kepada penadah dengan harga ditentukan 

oleh penadah tersebut dan akad tersebut secara lisan.
64

 Menurut Bapak Andi 

dan Bapak Bidin Akad yang yang dilakukan itu akad atau perjanjian dimana 

pihak penadah memberikan pinjaman modal berupa uang tetapi nelayan 

menjual tangkapan ikan kepada penadah tersebut tidak boleh menjual 

tangkapan ikan dipenadah lain.
65

 

Menurut Bapak Andrian Modal yang diberikan berupa uang.
66

 

Sedangkan menurut Bapak Iwan dan Bapak Musa modal yang diberikan oleh 

penadah yaitu barang seperti: mesin, bambu (untuk bagan) tetapi tergantu 

nelayan dalam permintaan modal ini tidak hanya uang saja.
67

 Serta menurut 
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Bapak Andi dan Bapak Bidin modal yang diberikan penadah sebagaimana 

nelayan meminta barang dan ada yang beruba barang.
68

 

 Dalam stabilitas harga menurut Bapak Musa dan Bapak Iwan sesuai 

pendapat hasil laut dimana jika ikan ramai dipasaran maka harga turun tetapi 

bila tangkapan laut sedikit maka hasil ikan naik, tapi jika tangkapan laut dikit 

harga ikan tetap menurun, disinilah penadah/bos/perantara memainkan harga 

tidak sesuai perjanjian diawal.
69

 Dalam stabilitas harga menurut Bapak 

Andrian Penadah biasanya membentuk kesepakatan harga yang sama terhadap 

harga di pasaran, ketika harga di pasar naik para penadah tidak menaikan 

harga di nelayan atau masyarakat melainkan masih dengan harga awal (tidak 

berubah), sebaliknya jika di pasar harga turun maka penadah menurunkan 

harga ikan lebih banyak harga di pasar, hal ini dilakukan oleh penadah untuk 

meraih keuntungan  yang besar.
70

 Pendapat Bapak Bidin dalam stabilitas harga 

penadah memberikan harga yang cukup menarik tetapi itu hanya berlaku 

diawal perjanjian saja, misalnya dalam penjualan ikan tengkek harga ikan 

tersebut 1 kgnya Rp. 35.000,00 tetapi lama-lama bisa menjadi Rp. 30.000,00 

disinilah nelayan merasa dirugikan oleh pihak penadah.
71

 Menurut Bapak 

Andi dalam stabilitas harga disini nelayan dirugikan karena penadah 

memberikan harga dibawah harga pasaran dan harga ikan naik turun. Harga 
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ikan itu sangat beragam misalnya saja harga cumi-cumi 1 Kg nya bias 

mencapai Rp. 45.000,00 itu dalam harga pasar jika harga di penadah bisa Rp. 

39.000,00 disinilah nelayan merasa dirugikan oleh penadah, jika modal sendiri 

bisa menjual ke penadah lain dengan harga pasar atau dengan nelayan 

memberikan harga ikan tersebut.
72

 

Wawancara dengan Ibu Nurpaidah jangka waktu berapa lama 

pengembalian modal tidak ditentukan karena adanya yang setahun sudah 

melunasi pinjaman modal tersebut, ada yang 10 bulan sudah melunasi 

pinjaman tersebut, bahkan adanya 3 tahun belum mengembalikan pinjaman 

tersebut, tergantung hasil tangkapan ikan bagi nelayan.
73

 Hasil Wawancara 

dengan Ibu Matte yakni jangka waktu berapa lama nelayan mengembalikan 

modal tergantung hasil tangkapannya dan waktu penjualan kepenadah ada 

yang hasil tangkapannya untuk melunasi pinjaman modal tersebut dan waktu 

tidak ditentukan karena hasil laut tidak menentu.
74

 Menurut wawancara 

dengan Bapak Daryana jangka waktu dalam pengembalian modal tidak 

menentukan waktunya, kesanggupan dan kesadaran nelayan dalam 

mengembalikan modal tersebut, ada yang mengembalikan modal dalam 

jangka waktu setahun dan sebagainya.
75
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Wawancara dengan Ibu Nurpaidah jenis ikan yang ditampung seperti 

ikan kakap, ikan kerapu, cumi-cumi, rajungan, ikan kembung, ikan teri, dan 

lain-lain.
76

 Wawancara dengan Ibu Matte Jenis ikan yang ditampung oleh 

penadah berbagai macam jenis ada ikan kembung, ikan tenggiri, ikan tengke 

dan cumi cendol semua ikan ini dikirim ke Palembang, dan Jakarta.
77

 

Wawancara dengan Bapak Daryana jenis ikan yang di tampung berbagai 

macam, ada udang, rajungan, dan lain-lain.
78

 

Wawancara dengan Ibu Nurpaidah sistem nelayan mengembalikan 

modal dengan cara menjual hasil tangkapan ikannya terhadap 

penadah/makelar dan ada potongan harga jual. cara menetukan harga ikan 

adanya kesepakatan antara nelayan dan penadah.
79

 Wawancara dengan Ibu 

Matte bagaimana sistem nelayan mengembalikan modal dari hasil tangkapan 

ikan tersebut dijual dan berapa dari tangkapan itu kadang nelayan 

membayarnya 30%-50% dari hasil tangkapan tersebut. ikan jenis yang 

ditampung ikan tongkol, ikan tenggiri, rajungan, dan lain-lain. Cara 

menentukan harga ikan sesuai dengan ilmu ekonomi semakin banyak barang 

maka harga turun tetapi sebaliknya barang tidak ada atau sedikit maka harga 

naik.
80

 Menurut wawancara dengan Bapak Daryana sistem nelayan 

mengembalikan modal dengan cara menyicil atau mengansur peminjaman 
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tersebut. Jenis ikan yang ditampung ikan kembung, ikan kakap, ikan teri, dan 

sebagainya. Cara dalam menentukan harga yakni melihat harga pasar dan 

pendapatan hasil laut.
81

 

 

C. Analisis Akad Jual Beli Penadah Ikan Dalam Perspektif Hukum Islam 

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil  

wawancara terhadap pihak nelayan dan penadah di kuala penet  kecamatan 

labuhan maringgai kabupaten lampung timur, persoalan yang  menimpa 

nelayan yaitu tentang akad jual beli. Dimana akad jual beli merupakan Akad 

Jual Beli adalah akad antara penjual (al-Ba'l') dan pembeli (al-Musytarl)  

yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan 

(barang [mabi'/mutsman) dan harga (tsaman).
82

 Sedangkan Akad menurut 

kompilasi hukum ekonomi syariah di atur dalam pasal 20 ayat (1) adapun 

akad yakni kesepakatan dalam suatu perjanjian atara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.  

 penadah ikan di kuala penet dimana penadah tersebut tidak 

memberikan harga sesuai kesepakatan diawal dimana harga awal berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak antara nelayan dan Penadah biasanya 

membentuk kesepakatan harga yang sama terhadap harga di pasaran, ketika 

harga di pasar naik para penadah tidak menaikan harga di nelayan atau 

masyarakat melainkan masih dengan harga awal (tidak berubah), sebaliknya 
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jika di pasar harga turun maka penadah menurunkan harga ikan lebih banyak 

harga di pasar, hal ini dilakukan oleh penadah untuk meraih keuntungan  yang 

besar. 

Penadah di kuala penet membentuk kesepakatan harga tetapi akad 

jual beli tersebut merugikan  pihak nelayan karena disini penadah memainkan 

harga sesuai dengan keinginannya tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu 

terhadap pihak nelayan. Penadah/makelar  yang ada di kuala penet  itu 

penadah/perantara yang berdii sendiri, dimana penadah sebagai perantara bagi 

nelayan dalam menjual hasil tangkapan lautnya ke penadah tersebut.  

Pengetahuan yang mereka peroleh yaitu pngalaman sendiri, 

mayoritas masyarakat Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur memahami bahwa akad jual beli penadah ikan 

yakni perjanjian antara kedua belah pihak dimana penadah memberikan 

modal kepada nelayan dengan syarat harga sesuai dengan keingannya sendiri. 

Sedangkan menurut KUHperdata  perjanjian jual beli diatur dalam pasal  

1457 s.d pasal 1459. Adapun yang dimaksud dengan jual beli yakni suatu 

perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengingkat dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan.
83
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  akad jual beli 

penadah ikan di kuala penet yaitu dalam akad jual beli penadah ikan sudah 

menjadi tradisi disana tetapi masyarakat merasa dalam harga tidak 

ditemukannya kesepakatan antara penadah dan nelayan, tetapi ada beberapa 

penadah dan nelayan memberikan harga sesuai kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Akad jual beli ikan ini dilakukan dengan secara lisan artinya 

kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan lisan untuk dijadikan 

dasar transaksi jual beli dari awal hingga akhir. Dengan kata lain dalam hal ini 

penadah memberikan harga atau menentukan harga dengan keinginannya. 

B. Saran 

Adapun saran peneliti tunjukan terhadap penadah yakni lebih teliti 

lagi dalam memberikan harga ikan dan harga ikan sesuai dengan harga pasar 

dan memahami akad jual beli penadah ikan tersebut. Jual beli yang dilakukan 

di kuala penet harus transparan antara nelayan dan penadah, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman yang tidak diinginkan. 
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